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Siklus Ekonomi 
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• Pada 2017, pendapatan negara 
turun 2 persen; belanja negara 
turun 0,1 persen. Penerimaan 
perpajakan turun 2,6 persen dan 
PNBP naik 2 persen.  

• Transfer ke daerah turun 3,34 
persen dan dana desa naik 27 
persen. 

• Penerimaan pajak sedikit banyak 
akan dipengaruhi: (i) 
perkembangan harga komoditas; 
(ii) berarkhirnya program tax 
amnesty; (iii) pertumbuhan 
ekonomi.  

Apakah APBN setiap tahunnya harus naik? Padahal berbagai indikator 
penyusunnya mengikuti siklus ekonomi 





•Fakta Tax Amnesty 

•1. Terdapat banyak sekali dana milik Warga Negara 

Indonesia yang sengaja disimpan di negara yang 

menerapkan suaka pajak, tentunya dengan berbagai 

alasan. 

•2. Menurut Tax Justice Network (2010) mencatatkan 

angka kurang lebih USD 331 miliar atau Rp 4.000 

triliun. 

•3. Global Financial Integrity (2014) mencatatkan 

adanya aliran dana haram yang berasal dari Indonesia 

ke luar negeri sepanjang lima tahun terakhir ini 

mencapai Rp 1.000 triliun. 

•4. Fakta Tax Amnesty yang lebih mencengankan lagi, 

potensi ekonomi informal di Indonesia juga sangat 

besar. Menurut Schneider (2010) mencatatkan sekitar 

18% dari PDB Indonesia (sekitar Rp 2.000 triliun) 

merupakan ekonomi informal. 









Postur APBN 2017 
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• Pada 2017, pendapatan negara 
turun 2 persen; belanja negara 
turun 0,1 persen. Penerimaan 
perpajakan turun 2,6 persen dan 
PNBP naik 2 persen.  

• Transfer ke daerah turun 3,34 
persen dan dana desa naik 27 
persen. 

• Penerimaan pajak sedikit banyak 
akan dipengaruhi: (i) 
perkembangan harga komoditas; 
(ii) berarkhirnya program tax 
amnesty; (iii) pertumbuhan 
ekonomi.  

Apakah APBN setiap tahunnya harus naik? Padahal berbagai indikator 
penyusunnya mengikuti siklus ekonomi 
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Target Pertumbuhan ekonomi sisi permintaan dan penawaran Tahun 2017 



Rencana Pembangunan Infrastruktur 2017 
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PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBEDA DARI SETIAP DAERAH 



BAGI 
INDONESIA 

DAMPAK 
PERLAMBATAN EKONOMI 

INDONESIA 
DEFISIT NERACA 

PERDAGANGAN 
DEFISIT ANGGARAN 

MEMBESAR 
PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN 
SEKTOR  INDUSTRI/ MANUFAKTUR 

INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH 

TINGGI 



AKIBAT KONDISI TERSEBUT 

PENGANGGURAN 

KEMISKINAN MAKIN 

MENINGKAT 

KESENJANGA

N 



SUMBER  
PERTUMBUHAN  

EKONOMI  
BARU! 

KITA HARUS 

TEMUKAN! 



PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
MENURUN 

Indonesia 

mencari  

sumber 

investasi 

dari  

LUAR 

NEGERI Peluang INVESTASI di  

Indonesia TERBUKA  

LEBAR 



DENGAN 
CARA 

REPATRIASI 

KITA HARUS 

TEMUKAN! 



HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA 



HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA 

WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG! 



“Negara ini membutuhkan  
banyak dana untuk  
pembangunan yang  
berkelanjutan dan inklusif” 

MENGAPA SEKARANG? 



AUTOMATIC  

EXCHANGE 

OF 

INFORMATION  

(AEOI) 
PALING LAMBAT MULAI 

2018 

REVISI UU PERBANKAN  

UNTUK KETERBUKAAN  

DATA BAGI PERPAJAKAN 

WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya  

(di mana pun) dari otoritas pajak 

MENGAPA SEKARANG? 

MANFAATKAN 

PENGAMPUNAN PAJAK 

SEKARANG, SEBELUM: 



SUMBER PERTUMBUHAN  
EKONOMI MELALUI  

REPATRIASI ASET 

MAKSUD 

TUJUAN 
AMNESTI PAJAK 

Yang bertujuan 

 
▪Peningkatan likuiditas  
domestik; 
▪Perbaikan nilai tukar Rupiah; 
▪Suku Bunga yang kompetitif; 
▪Peningkatan INVESTASI 



PERLUASAN BASIS DATA  
PERPAJAKAN 

MAKSUD 

TUJUAN 
AMNESTI PAJAK 

 

 
•Data lebih valid, komprehensif  dan 
terintegrasi 
•Perhitungan potensi penerimaan  
pajak lebih reliable 



MAKSUD 

TUJUAN 

MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK 

AMNESTI PAJAK 

 

 
JANGKA PENDEK 

Penerimaan dari  uang tebusan 

 
JANGKA PANJANG 

Penerimaan pajak  berdasarkan 
basis data yang  lebih lengkap dan 
akurat 



“
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan 

dan sanksi pidana di bidang perpajakan  dengan 

cara mengungkap harta dan membayar  Uang 

Tebusan. 

DEFINISI 
AMNESTI PAJAK 



6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK 

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN  BUKTI 
PERMULAAN, & PENYIDIKAN 

3 TIDAK DILAKUKAN 

SANKSI ADMINISTRASI  DAN 
SANKSI PIDANA  PERPAJAKAN 

2 TIDAK DIKENAI 

PAJAK YANG SEHARUSNYA  
TERUTANG 

PAJAK PENGHASILAN UNTUK BALIK  

NAMA HARTA TAMBAHAN 

6 PEMBEBASAN 

DATA PENGAMPUNAN PAJAK TIDAK  

DAPAT DIJADIKAN DASAR  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  

TINDAK PIDANA APA PUN 

5 JAMINAN RAHASIA 

PROSES PEMERIKSAAN,  

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN,  
ATAU PENYIDIKAN 

1 PENGHAPUSAN 4 PENGHENTIAN 



“Setiap orang/badan berhak 

mendapatkan Amnesti Pajak” 

BADAN ORANG  

PRIBADI  

(OP) 

PENGUSAHA  

OMZET  

TERTENTU 

OP/BADAN  

BELUM  

BER-NPWP 



JIKA ANDA ALIHKAN & 
INVESTASIKAN 
HARTA DI LUAR 
NEGERI 
KE DALAM 
WILAYAH NKRI 



• Surat berharga Negara Republik  

Indonesia 

• Obligasi BUMN; 

• Obligasi lembaga pembiayaan  

milik Pemerintah; 

• Investasi keuangan pada Bank 

Persepsi; 

• Obligasi perusahaan swasta 

yang diawasi OJK; 

SARANA INVESTASI 

• Investasi infrastruktur melalui  

kerja sama Pemerintah dengan  

badan usaha; 

• Investasi sektor riil berdasarkan  

prioritas yang ditentukan oleh  

Pemerintah; 

• Bentuk investasi lainnya yang 

sah sesuai UU. 

Jangka investasi 

paling singkat 3 tahun 



Harta tersebut akan 

diperhitungkan 

sebagai tambahan  

penghasilan 

SPT + 

JIKA SETELAH MASA  
PENGAMPUNAN 

BERAKHIR 

 

 
DJP MENEMUKAN  

HARTA YANG 
BELUM  
DILAPORKAN 
WP YANG  IKUT 
PROGRAM  
PENGAMPUNAN 
PAJAK Dan DIKENAI PPh dengan  

ditambah SANKSI 

200% 



Segala SENGKETA yang berkaitan dengan  

pelaksanaan AMNESTI PAJAK hanya dapat  

diselesaikan melalui pengajuan gugatan  

pada 

 

BADAN PERADILAN PAJAK 



SETELAH MASA 
PENGAMPUNA

N 
BERAKHIR 

 

 
WP TIDAK 
MEMANFAATKAN  
PENGAMPUNAN 
PAJAK DATA 

DAN DJP MENEMUKAN HARTA  
YANG BELUM DILAPORKAN 

KONSEKUENSINYA? 



Sejak Berlakunya UU 

Pengampunan Pajak 

Harta tersebut akan  

diperhitungkan  

sebagai tambahan  

penghasilan 

+SPT 

SETELAH MASA 
PENGAMPUNA

N 
BERAKHIR 

Dan DIKENAI PAJAK 
dengan ditambah SANKSI  

ADMINISTRASI sesuai 

UU PERPAJAKAN 

RP 

KONSEKUENSI 

3 
TAHUN 

MAKSIMAL 


